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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

 

Lampiran 1 daftar pertanyaan wawancara 

 

Daftar pertanyaan wawacara 

1. Bagaimana bentuk program kaderisasi partai GOLKAR/PKB dalam meningkatkan 

keterwakilan anggota di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

2. Kapan biasanya waktu pelaksanaan program pengkaderan itu dilaksanakan? 

3. Berapa jumlah kader yang disiapkan dalam setiap periode kaderisasi, berapa jumlah 

laki-laki dan berapa jumlah perempuannya ? 

4. Adakah bentuk program kusus kaderisasi partai GOLKAR/PKB bagi kader 

perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

Kabupaten Ponorogo, jika ada apa dan bagaimana programnya? 

5. Apa hambatan partai GOLKAR/PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan 

di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

6. Bagaimana pola rekrutmen partai GOLKAR/PKB  dalam meningkatkan keterwakilan 

di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 foto kantor PKB dan GOLKAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 foto wawancara dengan anggota DPRD Ponorogo  

 

 

 

 

  



 

 

 

Lampiran 4 surat izin penelitian 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 5 surat keterangan melakukan penelitian dari PKB 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 surat keterangan melakukan penelitian dari GOLKAR 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 7: Hasil wawancara dengan partai Golkar 

1. Bagaimana bentuk program kaderisasi partai GOLKAR dalam meningkatkan 

keterwakilan anggota di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

a. Bapak joko susilo 

 “ bentuk program kaderisasi partai golkar dilakukan dengan mengadakan diklat 

pendidikan dan pelatihan terhadap kader partai  mulai dari tingkat pusat sampai 

tingkat bawah, pelatihan ini sudah  ada agenda dari pusat yaitu diklat 

KARAKTERDES, diklat ini adalah pendidikan dan  pelatihan kader penggerak 

teritorial desa”. 

b. bapak Ahmad fauzi 

“ Kaderisasi dalam partai golkar itu namanya KARAKTERDES, pelatihan kader 

penggerak teritorial desa, program ini tidak hanya ditingkat kabupaten tapi sampai 

tingkat pusat karena program ini sudah diagendakan oleh pengurus partai tingkat 

pusat.”  

2. Kapan biasanya waktu pelaksanaan program pengkaderan itu dilaksanakan? 

a. Bapak Joko susilo 

“ Diklat ini kalau diponorogo diadakan setelah musda mas, 5 tahun sekali, biasanya 

semua sudah disiapkan dari pusat mulai dari materi, buku panduan dan semuanya”. 

 b. Bapak Ahmad fauzi 

“ Semuanya sama mas dari tingkat pusat sampai bawah diadakan setelah musyarah 

partai, kalau diponorogo MUSDA kalau di tingkat pusat ya MUNAS”. 

3. Adakah bentuk program kusus kaderisasi partai GOLKAR bagi kader perempuan 

dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten 

Ponorogo, jika ada apa dan bagaimana programnya? 

 



 

 

a. Bapak Joko susilo  

“ Kalau diklat gak ada mas, ya jadi satu itu, tapi kalau untuk meningkatkan 

perempuan dalam golkar kami ada organisasi sayap mas, IIPG, ikatan istri partai 

golkar dan HWK himpunan wanita karya”. 

b. bapak Ahmad fauzi 

“ Untuk mengkader kusus perempuan itu kita membentuk organisasi IIPG, ikatan istri 

partai golkar, ya dari organisasi ini kita menciptakan kader-kader kusus perempuan”. 

4. Apa hambatan partai GOLKAR dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

a. Bapak Joko susilo  

“ Kalau dari partai tidak ada mas, kami bisa menyediakan minimal sesuai dengan 

aturan, karena itu memang harus dipenuhi oleh setiap partai sesuai undang-undang 

bahkan untuk partai Golkar selalu menyiapkan lebih dari aturan tiga puluh persen itu, 

tapi biasanya perempuan itu takut mas untuk masuk kedalam dunia politik, enggak 

tahu kenapa mungkin karena menganggap dunia politik itu keras atau bagaimana, 

kemudian kendala dilarang oleh keluarganya perempuan itu, entah orang tuanya atau 

suaminya dan tentunya masalah dana ini yang paling ditakuti perempuan mas, karena 

memang dalam politik itu perlu pengorbanan tidak hanya tenaga dan waktu tapi juga 

materi, atau uang”. 

b. Bapak Ahmad fauzi 

“ Tidak ada mas, kalau partai tidak ada kendala, kalau dari kaum perempuannya 

masalah biaya mas, yang jelas uang itu yang paling utama mas tidak mungkin kalau 

ditingkat kabupaten seperti ini bisa menang tanpa uang, semakin banyak uang 

semakin besar kesempatan menang sudah itu yang utama, kalau punya banyak uang 

beres ”. 



 

 

5. Bagaimana pola rekrutmen partai GOLKAR  dalam meningkatkan keterwakilan di 

lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

a. Bapak Joko susilo 

“ Terbuka untuk umum mas tidak hanya dari pengurus partai, bisa dari tokoh 

masyarakat bisa dari kepala desa macam-macam, contohnya pak Andri catur yang 

sekarang menjabat DPRD Ponorogo dari partai GOLKAR ini bukan kader partai, 

beliau dulu nyalon lurah tidak jadi kemudian daftar calon DPRD malah jadi, ya 

seperti itu”.  

b. Bapak Ahmad fauzi 

“ sistemnya terbuka untuk umum tidak hanya dari kader partai saja, kita cari dari 

kader terlebih dahulu siapa yang mampu kalau masih belum cukup kita cari orang 

lain, karena untuk nyaleg itu biayanya besar mas, enggak mungkin kalau partai mau 

bayari misalnya seratus juta per orang, untuk dana kampanya partai uangnya dari 

mana, makanya kita cari yang mampu dari segi biaya juga”. 

 

  



 

 

Lampiran 7 : Hasil wawancara dengan partai PKB 

1. Bagaimana bentuk program kaderisasi partai PKB dalam meningkatkan 

keterwakilan anggota di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

a. Dwi Agus Prayitno 

“ Dalam partai PKB ada tingkatan pengkaderan mas, ada PKP, PKM, PKA. PKP itu 

pendidikan kader pertama ini untuk tingkat kabupaten, PKM itu kader menengah 

untuk tingkat provinsi kalau PKA itu kader atas untuk  tingkat nasional, kalau 

diponorogo ini PKP mas, PKP ini ada dua satu PKP mandiri ini semua yang 

menentukan adalah pengurus kabubaten sendiri dan ada PKP yang dari pusat ini 

semua yang menntukan pusat, kalau sementara ini Ponorogo yang mandiri”. 

b. Binti Akhlaqil Mukaromah 

“ Pengkaderan dalam partai PKB itu berjenjang mas, karena sekarang itu 

menggunakan sistem BTS, yaitu berjenjang terstruktur dan sistematis. Itu ada 

tingkatan-tingkatannya mulai dari tingkat cabang sampai pusat kalau dicabang itu ada 

ada PKP pendidikan kader pertama, di wilayah itu ada PKM dan untuk pusat itu ada 

PKA. Kalau diPonorogo ya PKP, tapi tidak hanya itu diPonorogo juga ada 

pengkaderan tingkat anak cabang itu tingkat wilayah itu yang mengadakan pengurus 

partai tingkat cabang.” 

2. Kapan biasanya waktu pelaksanaan program pengkaderan itu dilaksanakan? 

a. Dwi Agus Prayitno  

“ Pelaksanaannya itu setelah muscab tapi tidak hanya 5 tahun sekali seperti muscab 

karena kami juga mengagendakan pengkaderan PKP itu untuk tiap wilayah 

kecamatan, dan itu bergantian misalnya  dalam agenda tahun ini diadakan 

dikecamatan A, tahun berikutnya ganti ke kecmatan B dan seterusnya”. 

 



 

 

b. Binti Akhlaqil Mukaromah 

“ Pelaksanaanya setelah muscab, itu yang pengkaderan tingkat kabupaten yang 

pesertanya perwakilan dari pengurus tingkat kecamatan atau anak cabang, tapi juga 

ada pengkaderan untuk tingkat anak cabang yang dikader itu dari pengurus ranting 

dan anak ranting, itu diagendakan secara bergantian dari anak cabang Ngrayun 

misalnya, kemudian Slahung dan seterusnya”. 

3. Adakah bentuk program kusus kaderisasi partai PKB bagi kader perempuan dalam 

meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo, 

jika ada apa dan bagaimana programnya? 

a. Dwi Agus Prayitno 

“ Tidak ada, pengkaderan ini bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga 

kalau untuk meningkatkan kader perempuan kami ada Perempuan bangsa ini badan 

otonom kusus perempuan, kalau untuk pemuda kami ada garda bangsa”.  

b. Binti Akhlaqil Mukaromah 

“ Untuk pengkaderan ini sifatnya umum bukan kusus laki-laki tapi untuk meningkat 

keterwakilan perempuan kami punya badan otonom kusus untuk perempuan yaitu 

Permpuan Bangsa, dari situ kita mengkader kaum perempuan”. 

4. Apa hambatan partai PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif Kabupaten Ponorogo? 

a. Dwi Agus Prayitno 

“ Tidak ada, kami bisa memenuhi aturan yang ada mulai dari pengurus dari tingkat 

anak cabang kami semua ada perempuannya, kalau sekarang di PKB tidak ada 

perwakilan dari kaum perempuan dalam kursi legislatif itu dari masyarakatnya 

kenapa tidak memilih yang perempuan, kan kami sudah menyiapkan “. 

 



 

 

b. Binti Akhlaqil Mukaromah 

“ Tidak ada mas kalau dari partai, tapi untuk masalah keterwakilan itu kan yang 

menentukan pilihan masyarakat partai bisanya hanya menyediakan untuk masalah 

hasil kan tergantung pilihan dari masyarakat”. 

5. Bagaimana pola rekrutmen partai PKB  dalam meningkatkan keterwakilan di 

lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo? 

a. Dwi Agus Prayitno 

“ Kalau dalam masalah rekrutmen sistemnya terbuka, jadi tidak hanya untuk para 

kader dan pengurus partai PKB tetapi juga dibuka untuk umum, karena kadang ada 

kader dari organisasi NU atau tokoh masyarakat yang dianggap partai mempunyai 

masa yang lebih banyak dari pada kader partai”. 

b. Binti Akhlaqil Mukaromah 

“ Dalam rekrutmen untuk calon legislatif kami menggunakan sistem terbuka jadi bisa 

untuk umum mas tidak hanya dari kader partai, tetapi ada beberapa tahapan dalam 

penentuan calon legislatif, dan kita jauh sebelum pileg digelar kami sudah 

mengadakan seleksi untuk paca calon legislatif”.  

 

 


